
Mengingat ... 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (7) Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan 

tata hubungan kerja rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota serta 
pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota 

diatur dalam Peraturan Presiden; 

b. bahwa sehubungan dengan belum terbitnya Peraturan Presiden 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah 

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. 

BUPATI BATANG HARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI 

NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BATANG HARI 

NOMOR (;8 TAHUN 2018 

BUPATI BATANG HARi 
PROVINSI JAMBI 

.. 

admin
SALINAN



8. Peraturan ... 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - 

Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 

Jabung [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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Pasal II ... 

Pasal 43 
(1) UPTD pada Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit 

organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. 
(2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lingkungan Dinas 

Kesehatan dapat dibentuk UPTD lainnya sebagai pelaksanaan tugas teknis 
operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas sesuai dengan kebutuhan 
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah 
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pu sat. 

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 34), diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BATANG HARi NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN. 

Menetapkan 

Memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota. 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 
11); 

9. Peraturan Bupati Batang Harl Nomor 34 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Togas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2016 Nomor 34). 
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' 

BERITADAE 

TAHUN 201~ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI 

Diundangkan di Muara Bulian 
pada tanggal, re; - ~ c - 2018 

\,BuPATI. 

Ditetapkan di Muara Bulian 
Pada Tanggal, f G, ~, t - 2018 

' 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan · pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Harl. 

Pasal II 
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